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ABSTRAK 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 
bentuk-bentuk larangan serta 
pertanggungjawaban hukum korporasi 
berkaitan dengan izin usaha dalam kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan. Berdasarkan tujuan 
tersebut maka metode penelitian yang 
digunakan yaitu termasuk penelitian hukum 
normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah 
kajian komprehensif analitis terhadap bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. Hasil penelitian 
Pertanggungjawaban hukum korporasi apabila 
melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan 
tanpa izin usaha, sebagai bentuk perbuatan 
melawan hukum korporasi dapat dikenakan 
sanksi administrasi dan sanksi pidana. 
Kata kunci : Pertanggungjawaban korporasi, 
hutan, tanpa izin. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Hutan Indonesia merupakan salah satu 
hutan tropis terluas di dunia sehingga 
keberadaanya menjadi tumpuan 
keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di 
dunia, khususnya dalam mengurangi dampak 
perubahan iklim global.Oleh karena itu, 
pemanfaataan dan penggunaannya harus 
dilakukan secara terencana, rasional, optimal, 
dan bertanggung jawab sesuai dengan 
kemampuan daya dukung serta memperhatikan 
kelestarian fungsi dan keseimbangan 
lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan 
hutan dan pembangunan kehutanan yang 
berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu 
sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan 
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sebagai salah satu sumber kekayaan alam 
bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.3 

Pemanfaatan hasil hutan di Indonesia perlu 
dilakukan dapat dilakukan baik oleh orang 
peorangan maupun korporasi sebagai badan 
usaha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Korporasi sangat 
berperan dalam pemanfaatan hasil hutan dan 
dapat memberikan kontribusi keuangan bagi 
negara dan daerah untuk membantu 
pelaksanaan pembangunan nasional. Korporasi 
dalam memanfaatkan hasil hutan perlu 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya 
menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip 
ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban 
untuk mematuhi peraturan hukum di bidang 
ekonomi yang digunakan pemerintah guna 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
keadilan sosial.4 

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya 
pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah 
kepada era globalisasi telah memberikan 
peluang akan tumbuhnya perusahaan-
perusahaan transnasional untuk memainkan 
peranannya. Peran korporasi tersebut sering 
dirasakan bahkan banyak mempengaruhi 
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak 
yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif 
dan negatif, namun dampak yang bersifat 
negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan 
saat ini.5 

Korporasi banyak memberikan kontribusi 
bagi perkembangan suatu negara, terutama di 
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak 
jarang menciptakan dampak negatif dari 
aktivitas seperti pencemaran lingkungan, 
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh 
dan penipuan.Oleh karenanya dampak tersebut 
yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur 
dan pengayom masyarakat harus memberikan 
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perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas 
korporasi tersebut.6 

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan 
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi 
dalam konteks hubungan di antara dewan 
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak 
dan di antara pihak. Anatomi kejahatan 
korporasi sangat kompleks yang bermuara pada 
motif-motif ekonomis.Motif-motif ekonomis 
tersebut tersebar pada spektrum yang sangat 
luas. Kejahatan korporasi pada umumnya 
diperankan oleh orang-orang yang berstatus 
sosial tinggi dengan memanfaatkan 
kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan 
cara kolektif dengan modus operandi yang 
halus yang sukar dibandingkan dengan 
kejahatan yang dilakukan dengan secara 
individu.7 

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk 
organisasi bisnis yang paling penting.Korporasi 
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam 
dunia bisnis yang mencari keuntungan, 
melainkan juga sebagai bentuk organisasi 
publik dan swasta yang tujuannya semata-mata 
tidak hanya untuk mencapai keuntungan. 
Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang 
canggih dalam kerjasama dan pengumpulan 
modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi 
masyarakat primitif yang hanya dilakukan 
secara individual atau paling jauh antar 
kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan 
mengikutsertakan pihak ketiga bahkan 
melampaui batas-batas negara.8 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-
undang ini dititikberatkan pada pemberantasan 
perusakan hutan yang dilakukan secara 
terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan 
oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri 
atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang 
bertindak secara bersama-sama pada suatu 
waktu tertentu dengan tujuan melakukan 
perusakan hutan, tetapi tidak termasuk 
kelompok masyarakat yang melakukan 
perladangan tradisional. Pengecualian terhadap 
kegiatan perladangan tradisional diberikan 
kepada masyarakat yang telah hidup secara 
turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut 
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dan telah melakukan kegiatan perladangan 
dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah 
ditetapkan oleh kelompoknya.9 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan 

terhadap korporasi berkaitan dengan izin 
usaha dalam kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum 
korporasi apabila melakukan usaha 
pemanfaatan hasil hutan tanpa izin? 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya 
adalah kajian komprehensif analitis terhadap 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan 
pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, 
jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. 

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum 
yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 
yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi 
acuan perilaku setiap orang. Norma hukum 
yang berlaku itu berupa norma hukum positif 
tertulis bentukan lembaga perundang-
undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, 
undang-undang, peraturan pemerintah, dan 
seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan 
lembaga peradilan (judge made law), serta 
norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang 
berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, 
laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan 
undang-undang).10 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Bentuk-Bentuk Larangan Terhadap 

Korporasi Berkaitan Dengan Izin Usaha 
Seiring dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat modern dalam menghadapi 
globalisasi serta  adanya proses industrialisasi 
dan modernisasi akan  menumbuhkan 
perubahan proses sosial dalam tata kehidupan 
masyarakat. Proses industrialisasi dan 
modernisasi dan terutama industrialisasi 
kehutanan telah berdampak besar pada 
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kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup 
dan kehidupan mahluk didunia. Hutan 
merupakan sumber daya yang sangat penting 
tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi 
lebih sebagai salah satu komponen lingkungan 
hidup.11 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, Pasal  1 angka 21 Setiap 
orang adalah orang perseorangan dan/atau 
korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah 
hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia. Pasal 1 angka 22. 
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan  yang teroganisasi, baik berupa badan 
hukum maupun bukan badan hukum. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 12 Setiap orang 
dilarang:  
a. melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan hutan;  

b. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;  

c. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan secara tidak sah;  

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki 
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin;  

e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan;  

f. membawa alat-alat yang lazim digunakan 
untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang berwenang;  

g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang;  

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar; 
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i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 
melalui darat, perairan, atau udara;  

j. menyelundupkan kayu yang berasal dari 
atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui sungai, darat, 
laut, atau udara;  

k. menerima, membeli, menjual, menerima 
tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar;  

l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah; dan/atau  

m. menerima, menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, dan/atau 
memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 

  
B. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi 

Yang Memanfaatkan Hasil Hutan Tanpa Izin 
Usaha  

1.  Pertanggung Jawaban Korporasi Akibat 
Melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh 
Korporasi. Pasal 1. Dalam  Peraturan 
Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 

kekayaan yang terorganisir,  baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum. 

2. Korporasi Induk (parent company) adalah 
perusahaan berbadan hukum yang memiliki 
dua atau lebih anak perusahaan yang 
disebut perusahaan subsidairi yang juga 
memiliki status badan hukum tersendiri.  

3. Perusahaan Subsidairi (subsidairy company) 
atau perusahaan-perusahaan berbadan 
hukum yang mempunyai hubungan (sister 
company) adalah perusahaan yang dikontrol 
atau dimiliki oleh satu perusahaan induk. 
Istilah kerusakan hutan yang dimuat dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang 
kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa 
perusakan hutan mengandung pengertian yang 
bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan 
hutan yang berdampak positif dan memperoleh 
persetujuan dari pemerintah tidak dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan 
hukum. Kedua, perusakan hutan yang 



Lex Et Societatis Vol. VI/No. 7/Sept/2018 

 

25 

berdampak negatif (merugikan) adalah suatu 
tindakan nyata melawan hukum dan 
bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa 
adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk 
perizinan.12 Istilah tanggung jawab dalam arti 
liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat 
yang merupakan terjemahan dari 
aansprakelijkheid dan merupakan bentuk 
spesifik dari tanggung jawab hukum menurut 
hukum perdata.Tanggung gugat merujuk pada 
posisi seseorang atau badan hukum yang 
dipandang harus membayar suatu kompensasi 
atau ganti rugi setelah adanya peristiwa 
hukum.13Tanggung jawab artinya menanggung 
segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat 
perbuatannya atau perbuatan orang lain yang 
bertindak untuk dan atas namanya. Dengan 
demikian apabila terjadi sesuatu dapat diajukan 
gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang 
yang dirugikan.14 

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum 
formal menyatakan bahwa apabila suatu 
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang 
termuat dalam rumusan tindak pidana, 
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika 
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara 
tegas dalam undang-undang. Ajaran yang 
materiel mengatakan bahwa di samping 
memenuhi syarat-syarat formal, yaitu 
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam 
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena 
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan 
pembenar di luar undang-undang. Dengan 
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada 
pada hukum yang tidak tertulis.15 
 
2.  Pemberlakuan Sanksi Administrasi 

Terhadap Korporasi 
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Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.16 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan.Pasal 18 ayat: 
(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, 
Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, 
dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan 
huruf e yang dilakukan oleh badan hukum 
atau korporasi dikenai sanksi administratif 
berupa:  
a. paksaan pemerintah;  
b. uang paksa; dan/atau  
c. pencabutan izin.  

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata 
cara penerapan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

  
3. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap 

Korporasi 
Peraturan Mahkamah AgungRepublik 

IndonesiaNomor 13 Tahun 2016 TentangTata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh 
Korporasi. Pasal 1 angka 8.Tindak Pidana oleh 
Korporasi adalah tindak pidana yang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana 
kepada korporasi sesuai dengan undang-
undang yang mengatur tentang korporasi. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 82 ayat (3) Korporasi 
yang:  
a. melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a;  

b. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
b; dan/atau 

c. melakukan penebangan pohon dalam 
kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
c. 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
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(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Pasal 83ayat(4) Korporasi yang:  

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki 
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d;  

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau  

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
h. 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Pasal 84 ayat(4) Korporasi yang membawa 

alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon 
di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf f dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Pasal 85 ayat(2) Korporasi yang 
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf g dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 

Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang:  
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 

melalui darat, perairan, atau udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
i; dan/atau  

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari 
atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui sungai, darat, 
laut, atau udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf j.  
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Tujuan hukum pidana ada dua macam, 

yaitu:17 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 

tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah 
melakukan perbuatan pidana agar menjadi 
orang yang baik dan dapat diterima kembali 
dalam masyarakat (fungsi represif) 
kekerasan. 

3. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan 
hukum pidana adalah untuk melindungi 
masyarakat. Apabila seseorang takut untuk 
melakukan perbuatan tidak baik, karena 
takut dihukum, semua orang dalam 
masyarakat akan tenteram dan aman. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 87 ayat (4) Korporasi 
yang:  
a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf k;  

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau  

c. menerima, menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, dan/atau 
memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
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kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf m  
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Pasal 88 ayat (2) Korporasi yang:  

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan 
tanpa memiliki dokumen yang merupakan 
surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16;  

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil 
hutan kayu dan/atau menggunakan surat 
keterangan sahnya hasil hutan kayu yang 
palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14; dan/atau  

c. melakukan penyalahgunaan dokumen 
angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan 
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15.  
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 89 ayat (2) Korporasi 
yang:  
a. melakukan kegiatan penambangan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf b; dan/atau  

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
penambangan dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) huruf a.  
dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah). 

Pasal 90 ayat (2) Korporasi yang mengangkut 
dan/atau menerima titipan hasil tambang yang 
berasal dari kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Pasal 91 ayat (2) Korporasi yang:  
a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau  

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil tambang dari kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e. 

dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

Pasal 92 ayat (2) Korporasi yang:  
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 

Menteri di dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf b; dan/atau 

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil 
kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf a.  
dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah). 

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
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Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.18 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 97 ayat (3) Korporasi 
yang:  
a. merusak sarana dan prasarana pelindungan 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25; dan/atau 

b. merusak, memindahkan, atau 
menghilangkan pal batas luar kawasan 
hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau 
batas kawasan hutan yang berimpit dengan 
batas negara yang mengakibatkan 
perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26.  

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

Pasal 98 ayat (3) Korporasi yang turut serta 
melakukan atau membantu terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk larangan terhadap 
korporasi berkaitan dengan izin usaha 
dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
merupakan upaya hukum untuk 
mencegah dan memberantas bentuk-
bentuk perbuatan yang dapat 
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Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, 2009. Pidana Penjara 
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan 
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta.hal. 55-56.   

mengakibatkan perusakan hutan yang 
menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh 
karena itu sanksi administrasi dan sanksi 
pidana dapat dikenakan terhadap 
korporasi apabila melakukan: 
a. penebangan pohon, memuat, 

membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau 
memiliki hasil penebangan; membawa 
alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa izin menteri; 

b. membawa alat-alat berat dan/atau 
alat-alat lain yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil tambang 
di dalam kawasan hutan menjual, 
menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil tambang yang 
berasal dari kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan dan/atau 
membeli, memasarkan, dan/atau 
mengolah hasil tambang dari kegiatan 
penambangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin. 

c. melakukan kegiatan perkebunan 
dan/atau mengangkut hasil kebun di 
dalam kawasan hutan dan melakukan 
kegiatan perkebunan kawasan hutan; 
mengangkut dan/atau menerima 
titipan hasil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunanmenjual, 
menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang 
berasal dari kegiatan perkebunan 
yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin menteri. 

d. pemalsuan dokumen dan surat izin 
pemanfaatan hasil hutan kayuserta 
surat keterangan sahnya hasil hutan 
kayu dan memalsukan surat izin 
pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan hutan 
dan memindahtangankan atau 
menjual izin yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang kecuali 
dengan persetujuan Menteri. 

2. Pertanggungjawaban hukum korporasi 
apabila melakukan usaha pemanfaatan hasil 
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hutan tanpa izin usaha, sebagai bentuk 
perbuatan melawan hukum korporasi dapat 
dikenakan sanksi administrasi dan sanksi 
pidana.  
a. sanksi administratif berupa: paksaan 

pemerintah; uang paksa; dan/atau 
pencabutan izin. Sanksi administratif 
adalah sanksi yang dikenakan terhadap 
pelanggaran tanpa izin dan terhadap 
pemegang izin. Terhadap pelanggaran 
tanpa izin, sanksi administratif yang 
dikenakan berupa ganti rugi sesuai 
dengan tingkat kerusakan yang 
ditimbulkan kepada negara yang berupa 
biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 
hutan, atau tindakan lain yang 
diperlukan. Terhadap pemegang izin, 
sanksi administratif yang dikenakan 
berupa denda, penghentian kegiatan, 
pengurangan areal, atau pencabutan 
izin.Pengembalian kerugian akibat 
perusakan hutan tidak menghapus 
pidana pelaku perusakan hutan. 

b. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap 
Korporasi berupa pidana penjara dan 
pidana denda. Dalam hal perbuatan 
pembalakan, pemanenan, pemungutan, 
penguasaan, pengangkutan, dan 
peredaran kayu hasil tebangan liar 
dilakukan oleh atau atas nama suatu 
korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan 
pidana dilakukan terhadap korporasi 
dan/atau pengurusnya.Hakim dapat 
memerintahkan pengurus korporasi agar 
menghadap sendiri di sidang pengadilan 
dan dapat pula memerintahkan agar 
pengurus tersebut dibawa ke sidang 
pengadilan. Pidana pokok yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi hanya 
pidana denda. Selain dapat dijatuhi 
pidana, korporasi dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa penutupan seluruh 
atau sebagian perusahaan. 
 

B. Saran 

1. Pencegahan bentuk-bentuk pelanggaran 
hukum atas larangan-larangan terhadap 
korporasoberkaitan dengan izin usaha dalam 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan wajib 
dilakukan oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah berkewajiban. Dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan, pemerintah perlu 
membuat kebijakan berupa koordinasi lintas 
sektor dan pemenuhan kebutuhan sumber 
daya aparatur pengamanan hutan serta 
insentif bagi para pihak yang berjasa dalam 
menjaga kelestarian hutan danpemenuhan 
kebutuhan sarana dan prasarana 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan.Pencegahan perusakan hutan 
memerlukan kerjasama dan kordinasi yang 
dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, 
dan/atau korporasi yang memperoleh izin 
pemanfaatan hutan.Pemberantasan 
perusakan hutan dilakukan dengan cara 
menindak secara hukum pelaku perusakan 
hutan, baik langsung, tidak langsung, 
maupun yang terkait lainnya. 

2. Pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi 
pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban 
hukum korporasi apabila melakukan usaha 
pemanfaatan hasil hutan tanpa izin usaha, 
perlu diterapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, karena 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan bertujuan menjamin kepastian hukum 
dan memberikan efek jera bagi pelaku 
perusakan hutan dan  menjamin keberadaan 
hutan secara berkelanjutan dengan tetap 
menjaga kelestarian dan tidak merusak 
lingkungan serta ekosistem sekitarnya serta 
mengoptimalkan pengelolaan dan 
pemanfaatan hasil hutan dengan 
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan 
guna terwujudnya masyarakat sejahtera; 
danmeningkatnya kemampuan dan 
koordinasi aparat penegak hukum dan 
pihak-pihak terkait dalam menangani 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan. 
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